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Berbagai program bantuan sosial (bansos) telah diberikan kepada kelompok 

masyarakat miskin dan rentan miskin. Sejak reformasi, transformasi serta perbaikan 

mekanisme program-program tersebut juga telah dilakukan. Selama empat tahun 

terakhir, pemerintah memfokuskan empat program utama bansos, yaitu bantuan tunai 

bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan melalui 

Program Indonesia Pintar (PIP), bansos pangan, dan bantuan iuran untuk program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

Dalam perkembangannya, cakupan kepesertaan dari program bansos juga semakin 

meluas untuk hampir semua program. Perluasan cakupan kepesertaan diikuti dengan 

peningkatan alokasi anggaran yang cukup sginfikan. Sebagai contoh, cakupan PKH 

meningkat dari 2,3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tahun 2013 menjadi 

10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018. Alokasi anggaran pun 

meningkat dari Rp3,42 triliun di tahun 2013 menjadi Rp17,3 triliun di tahun 2018. 

Namun demikian, peningkatan cakupan kepesertaan dan alokasi anggaran belum 

mampu berkontribusi optimal pada penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan. 

Dalam periode 2015-2018, laju penurunan kemiskinan menunjukkan tren 

perlambatan, meskipun angka kemiskinan pada Maret 2018 telah mencapai single 

digit yaitu 9,82%. Selain itu, angka tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yaitu 7%-8% 

di 2019. Selain sebagai instrumen menurunkan angka kemiskinan, pemberian bansos 

bagi masyarakat miskin dan rentan juga diharapkan dapat berkontribusi pada 

meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Indonesia naik selama 2014-2019,  tetapi lebih lambat dibandingkan 

dengan negara-negara di kawasan Asia.  
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Berbagai studi atau kajian telah dilakukan oleh beragam banyak pihak untuk 

mempelajari mengenai efektivitas program bansos terhadap penurunan kemiskinan 

dan ketimpangan. Pada umumnya, studi tersebut mengevalusi efektivitas program 

bansos terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pada level aggregate 

dengan menggunakan data sekunder (Susenas atau IFLS) seperti studi yang 

dilakukan oleh BKF tahun 2017, World Bank dalam PER tahun 2018, serta Prospera 

pada tahun 2018. Secara umum, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas 

bansos terhadap kemiskinan dan ketimpangan belum optimal. Untuk menelaah 

penyebab hal tersebut, kajian yang menelaah efektivitas dari program bansos pada 

level operasional/pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas bansos.  

Dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari penerima bansos, kajian ini 

mencoba mengevaluasi beberapa aspek teknis program antara lain mekanisme 

penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, kecukupan bantuan, dan kendala 

penyaluran atau pemanfaatan. Pengumpulan data dilakukan dengan survei kepada 

800 KPM yang diperoleh dari Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin 

(DT PPFM) yang dikelola Kementerian Sosial khususnya penerima PKH. Untuk 

keterwakilan bagian barat, tengah dan timur maka dipilih empat kabupaten/kota yaitu 

Kota Jambi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Minhasa, dan Kota Kupang sebagai 

wilayah sampel. Penelitian menggunakan kerangka logic model dengan 

memfokuskan pada implementasi program bansos. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan statistik deskriptif dan matriks efektivitas yang dibuat 

berdasarkan data hasil survei. 

Secara ringkas, hasil dari kajian evaluasi bansos di level operasional/pelaksanaan 

disajikan dalam tabel berikut.  

 Hasil Evaluasi Informasi Tambahan 
Umum Sebagian besar responden 

menggunakan bantuan sesuai dengan 
tujuan program.  

Masih terdapat responden yang 
menggunakan bantuan untuk 
membeli rokok atau pulsa walaupun 
hanya sedikit. 

Ketepatan sasaran sudah relatif baik 
meskipun masih ditemui exclusion dan 
inclusion error. 

 

Besaran bantuan dinilai masih 
sangat kurang oleh responden. 

• Laju kenaikan bansos di bawah 
laju kenaikan Garis Kemiskinan. 



• Berpotensi mengurangi peran 
PKH sebagai instrumen untuk 
mendorong perubahan perilaku. 

Ketepatan waktu penyaluran masih 
perlu diperbaiki. 

Padahal untuk PIP dan PKH, 
penyaluran telah dilakukan secara 
non tunai. 

Mayoritas responden lebih memilih 
penyaluran bansos secara tunai. 

Penyaluran bansos rastra dialihkan 
bertahap menjadi BPNT 
sepenuhnya di tahun 2019.  

Pemanfaatan layanan keuangan 
untuk pencairan bantuan oleh KPM 
masih belum optimal. 

• Pemanfaatan branchless banking 
masih sangat kurang. 

• Masih terdapat responden yang 
kesulitan menggunakan layanan 
keuangan. 

PKH Pemenuhan kewajiban khususnya 
terkait kesehatan dan penegakan 
sanksi masih kurang optimal. 

Berpotensi mereduksi efektivitas 
PKH untuk mendorong perubahan 
perilaku terhadap pendidikan dan 
kesehatan. 

Faktor supply side masih menjadi 
salah satu kendala utama dalam 
pemenuhan kewajiban. 

Akses ke fasilitas kesehatan dan 
fasilitas pendidikan à jauh atau sulit 
dijangkau. 

Persentase anak KPM yang tidak naik 
kelas cukup tinggi. 

Dapat dipertimbangkan untuk 
memberikan reward/punishment 
untuk kenaikan kelas. 

Mayoritas dari responden lansia dan 
disabilitas tidak pernah melakukan 
pemeriksaan dalam tiga bulan terakhir. 

Pemeriksaan kesehatan untuk lansia 
dan disabilitas memang sulit untuk 
dilakukan. Sebaiknya, pemberian 
bantuan untuk lansia dan disabilitas 
dilakukan terpisah di luar PKH. 

Peran pendamping masih belum 
optimal. 

• Terdapat responden penerima 
PKH yang tidak mengetahui nama 
pendampingnyadan dan merasa 
tidak dibantu oleh pendamping 
dalam mencairkan bantuan. 

• Pendamping seharusnya dapat 
lebih mendorong KPM untuk 
memenuhi kewajibannya.  

PIP Masih terdapat sekitar 42% anak usia 
sekolah dari KPM PKH yang belum 
menerima PIP. 

Padahal idealnya semua anak 
sekolah penerima PKH menjadi 
penerima PIP. 

Terdapat sekitar 44% Penerima PIP 
yang menerima kurang dari bantuan 
minimal. 

Salah satunya dikarenakan adanya 
potongan/biaya tambahan untuk 
pencairan secara kolektif. 

Sebagian besar responden 
menggunakan bantuan PIP terkait 
keperluan biaya pendidikan dan 
uang saku siswa. 

Hanya sedikit yang menggunakan 
untuk hal-hal selain pendidikan. 
 



Mayoritas penerima PIP mencairkan 
bantuan di kantor cabang bank. 

Pemanfaatan ATM dan branchless 
banking masih rendah.  

Kendala utama pencairan adalah 
administrasi yang rumit. 

Kendala lainnya adalah akses ke 
layanan keuangan. 

Bantuan 
Pangan 

Sebagian besar responden lebih 
memilih menerima bansos Rastra 
dibandingkan Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT). 

Alasannya adalah kepastian jumlah 
beras yang diterima dalam Bansos 
Rastra (tidak ada risiko kenaikan 
harga beras). 

Biaya tambahan menjadi salah satu 
kendala utama. 

 

PBI JKN Masih ada 12% responden penerima 
PKH yang belum menjadi PBI JKN. 

Padahal cakupan program PBI JKN 
sudah mencapai bottom 36% 
sementara PKH bottom 18%.  

Terdapat  2% peserta JKN tidak 
memiliki KIS. Di sisi lain, 2,6% 
responden yang memiliki KIS tetapi 
tidak merasa menjadi peserta JKN. 

Indikasi kurangnya sosialisasi 
kepada peserta PBI JKN  

Masih ada responden yang menjadi 
PBI JKN membayar iuran JKN. 

55,6% membayar kurang dari 
Rp26.000 atau setara iuran PBPU 
kelas III. 

Masih ada responden mengeluarkan 
biaya tambahan yang dibayarkan ke 
faskes. 

• Sebagian besar mengeluarkan 
biaya tambahan kurang dari 
Rp500 ribu. 

• Namun ada responden  yang 
mengeluarkan biaya tambahan 
hingga Rp1-2 juta à cukup 
signifikan untuk keluarga 
miskin/rentan. 

Kendala utama dari sisi supply side 
(antrian lama, kamar penuh, 
ketersediaan kamar, dan lokasi yang 
jauh). 

Masih terdapat kendala mengenai 
ketersediaan obat dan 
pembedaan pelayanan yang 
diberikan faskes. 

 

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan program bansos yang dilakukan, beberapa hal 

yang perlu diperhatikan untuk perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan efektivitas program bansos dalam menurunkan angka 

kemiskinan dalam jangka pendek dan memutus mata rantai kemiskinan dalam 

jangka panjang, kualitas implementasi masing-masing program perlu 
diperbaiki. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan ketepatan sasaran, 

memperbaiki mekanisme penyaluran agar lebih efisien, tepat waktu, dan 
mendorong inklusi keuangan, serta meningkatkan sinergi antar program.   



2. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, perbaikan basis data perlu 
dilakukan. Perbaikan tersebut perlu dilakukan secara kontinu dengan melibatkan 

semua pihak termasuk pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan/desa. 

Pemutakhiran data termasuk verifikasi dan validasi data perlu dilakukan 
secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, perubahan status 

kepesertaan (dari penerima menjadi bukan penerima) perlu diberitahukan kepada 

KPM sehingga tidak ada peserta yang masih memiliki kartu namun tidak 

mendapatkan bantuan.   

3. Perlu untuk menelaah lebih lanjut catatan mengenai masih banyaknya anak usia 

sekolah penerima PKH yang belum menerima PIP dan penerima PKH yang belum 

menjadi PBI JKN. Koordinasi antar penyelenggara program perlu 
ditingkatkan. 

4. Ketepatan waktu penyaluran bantuan perlu diperbaiki. Penyaluran secara non 
tunai menggunakan layanan perbankan dan teknologi perlu dioptimalkan 
agar memenuhi aspek cepat, tepat, efisien, dan akuntabel.  

5. Untuk PKH, perlu memperkuat peran pendampingan dan penegakan sanksi 
untuk mendorong kepatuhan KPM dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, 

perlu mempertimbangkan reward/punishment untuk kenaikan kelas bagi 
anggota KPM.  

6. Untuk PIP, perlu dilakukan review atas kecukupan besaran bantuan PIP. 

Selain itu, karena adanya irisan manfaat bantuan pendidikan dalam PIP dan PKH, 

maka dapat dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan menggabungkan kedua 
program tersebut.    

7. Bantuan untuk lansia dan disabilitas perlu ditingkatkan cakupannya namun 
sebaiknya dilakukan terpisah di luar PKH karena perlu perlakuan khusus dalam 

dalam pemenuhan kewajibannya.  

8. Perbaikan distribusi dan akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan 

perlu untuk dijadikan perhatian bersama (Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, 

Kemendagri, Kemenkeu, dan KemenPUPR) karena menjadi salah satu kendala 
utama dari PKH, PIP, dan JKN.  

9. Sosialiasi dan edukasi publik mengenai layanan keuangan bagi masyrakat 

miskin dan rentan perlu digencarkan. Selain itu, penambahan ATM dan branchless 



banking perlu digencarkan untuk mempermudah penyaluran bansos secara non 
tunai.  

 


